BAB III

PRAKTEK TRADISI HUTANG DENGAN GADAISAWAH
DI DAERAH DUKUH KEC. BUDURAN KAB. SIDOARJO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
1. Keadaan Geografis

Desa Dukuh merupakan salah satu desa yang terdapat dalam satu
kecamatan Buduran. Desa ini termasuk desa yang lumayan luas, dengan
memiliki luas wilayah sebesar 148.640 ha.’* Pada umumnya setiap desa
terbagi menjadi beberapa dusun akan tetapi desa Dukuh ini hanya terdiri
dari satu desa saja yakni desa Dukuh.

Adapun batas-batas desa Dukuh Kecamatan Buduran

KabupatenSidoarjo ini adalah sebagai berikut :

a. Disebelah Utara : Desa Kuwangsan
b. Disebelah Selatan : Desa Perasung

c. Disebelah Timur : Desa Damarsi

d. Disebelah Barat : Desa Banjarsari

Desa Dukuh ini merupakan satu desa yang ada dikelurahan Dukuh itu

sendiri.> Desa ini terbagi menjadi empat Rukun Warga (RW) yaitu :

32 Bapak Na'am, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
» Bapak Anas Suwaifi, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
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a. RwWl1

b. RW 2

c. RW3

d. RW6

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan Penduduk
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis sampai dengan tahun

2012 ini desa Dukuh Kecamtan Buduran ini penduduk selurubnya

berjumlah kurang lebih 5115 jiwa. Jika dilihat dari kepala penduduknya

terdiri 1108 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika diperinci dilihat dari

jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :

No| RW Jumlah Kepala Jumlah Laki- Jumlah
Keluarga Laki Perernpuan
1 1 355 645 646
2 2 399 715 699
3 3 348 644 634
4 6 6 11 13
Jumiah 1108 2015 1992

b. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten

Sidoarjo ini mayoritas beragama Islam hampir 90 % masyarakat desa ini

memeluk agama Islam, yang lainnya ada yang memeluk aama Kristen,
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khatolik, huindu dan budha. Adapun jumlah penduduk berdasarkan

agamanya dapat dilihat sebagai berikut :

No| RW Islam Kristen | Katholik | Hindu | Budha
I 1 1245 28 13 0 5
2 2 1409 0 4 1 0
3 3 1261 3 14 0 0
4 6 24 0 0 0
Jumlah 3939 31 31 1 5

¢. Sarana dan prasarana Pendidikan
Keadaan pendidikan di Desa Dukuh Kecamatan buduran
Kabupaten Sidoarjo sebagian besar penduduknya lulus Sekolah Dasar
(SD).>* Hal ini tidak terlepas dari latar belakang masyarakat yang kurang
mampu sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu factor
penghambat untuk kelancaran pendiikannya, karena tidak jarang banyak
anak yang terpaksa putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya.

Sarana pendidikan disekolah ini juga kurang memadai, hal ini dapat

dilihat sebagai berikut :
No Pendidikan Jumlah
1 TK 1
2 SD/MI 2
3 TPA/TPQ 3
Jumlah 6

3Bapak Nurul M, Wawancars, Sidoarjo, 27 April 2012
M Bapak Imam Syafi’i, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
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Disini sudah jelas bahwa untuk sekolah menengah pertama
(SMA) dan SMA masih belum ada. Dengan melihat keterbatasan orang
tua maka dapat dikatakan bahwasannya banyak anak-anak desa Dukuh
yang tidak tamat sekolah SMP atau SMA dan mayoritas mereka hanya
tamat sampai dengan SD saja.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Kabupaten Sidoarjomayoritas adalah petani dan pedagang. Adapun

macam-macam pekerjaan yang ada di Desa Dukuh adalah sebagai

berikut:
No Macam - Macam Pekerjaan Jumlah

1 Petani 1445
2 Pedagang 88

3 PNS 31

4 Guru 31

5 Nelayan 1

6 IRT(Ibu Rumah Tangga) 1278
7 Bidan 1

8 Swasta 615

B. Latar Belakang Pelaksanaan Tradisi Hutang Dengan Gadaisawah Di Desa
Dukuh Kecamatan Buduran
Timbulnya tradisi hutang dengan gadai sawah di Desa Dukuh Kec.

Buduran Kab. Sidoarjo, dilakukan karena adanya sebuah faktor kebutuhan



51

seseorang yang sangat mendesak seperti untuk membiayai pendidikan anak,
untuk perkawinan dan lain sebagainya. Dan mereka sudah mencari pinjaman
kesana kemari akan tetapi mereka tidak mendapatkannya, sehingga jalan yang
dianggap paling mudah wntuk ditempuh adalah dengan cara berhutang kepada
sescorang atau menggadaikan sawahnya scbagai jaminan atas uang yang
dipinjamnya, supaya cepat mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang
dibutuhkan. Karena dalam kehidupan sekarang apabila pinjam uang tanpa
adanya suatu jaminan maka akan sulit mendapatkan pinjaman uang tersebut.
Dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni penghutang
dan pemberi hutang dengan gadai sawah . Praktik tradisi hutang dengan gadai
sawah seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan untuk
memenuhi kebutuhannya itu, dalam artian masyarakat melakukan akad gadai
seperti ini jika sudah tidak bisa menggunakan cara yang lain. Hutang dengan
gadai sawah yang dilakukan masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud untuk
memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak™

Tradisi hutang dengan gadai sawah yang terjadi di desa Dukuh Kec.
Buduran Kab. Sidoarjo ini tidak terjadi seperti gadai-gadai yang lain pada
umumnya, dimana pada umumnya akad hutang dengan gadai sawah ini
dilakukan dengan cara tradisional. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak

Risaudin :

35 Bapak H. Ghufron, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
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“Utang niki biasane digawe masyarakat kanggo biayai kebutuhane.
Masyarakat seng pengen utang kudu gelem nang omahe uwong seng sugeh
kanggo nyeleh duit. Sak marine iku wong sing utang kudu nyerahno sawah lan
sertifikate.”>®

Dan hal ini juga sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan dari
masyarakat tersebut. Dimana akad vang teriadi hanya dilakukan secara lisan
antara pihak penghutang dan pemberi hutang dengan gadai sawah , praktek ini
juga tidak tertulis serta tidak ada saksi yang menyaksikan transaksi tersebut,
schingga akadnya hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah
pihak. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan lama atau tradisi dengan tidak
menghadirkan saksi karena bukan syarat mutlak bagi syahnya perjanjian gadai
itu, Walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain atau pihak
yang berkewajiban, maka transaksi tersebut tetap sah tapi belum tentu diakui
oleh hukum sebab perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai perbuatan
yang terlarang karena merugikan dari salah satu pihak yang terkait. Selain itu
akad gadai tersebut juga tidak memiliki jangka waktu yang jelas baik bagi
penerima ataupun penghutang. Dan hal tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak penghutang untuk
dapat membayar hutangnya serta memiliki kembali sawahnya. Selain itu hal
tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak pemberi hutang dengan gadai sawah

untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongan

yang diberikan kepada pihak penghutang. Adapun batas waktu perjanjian tradisi

% Bapak Ridaudin, Wawancara, Sidoarjo, 29 April 2012
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hutang dengan gadai sawah dalam masyarakat desa Dukuh ini adalah tidak tentu
dengan kata lain tidak pasti, pembayaran hutang tersebut sepenuhnya
tergantung kepada pihak penghutang kapan untuk melunasinya, sehingga
banyak transaksi ini yang berlangsung lama hingga bertahun-tahun bahkan ada
yang lebih dari empat tahun.’’

C. Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah Di Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Didalam masyarakat ada beberapa tradisi yang masih saja tetap
dilakukan di zaman yang serba modern ini. Salah satunya adalah tradisi hutang
dengan gadaisawah yang terjadi di desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
Tradisi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada.

Adapun yang biasanya dijadikan obyek hutang dengan gadaiadalah
sawah dan kolam ikan yang oleh masyarakat desa Dukuh biasa dibuat sebagai
mata pencahariannya. Dan terjadinya hal seperti ini disebabkan karena adanya
kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sehingga mereka tidak
mempunyai jalan keluar lain selain berhutang dan menggadaikan sawah atau
kolam ikannya sebaga jaminannya.*®

Cara yang digunakan dalam transaksi tradisi hutang dengan gadai
sawah yang terjadi di desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yaitu dengan

penyerahan sebidang sawah dan sertifikat sawahnya dari peminjam hutang gadai

37 Bapak Khusnul A, Wawancara, Sidoarjo, 29 April 2012
% Bapak Ashab, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
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kepada pemberi hutang dengan gadai sawah untuk kemudian dimanfaatkan serta
diambil hasilnya sampai pihak penghutang dapat menebus kembali hutangnya.
Terdapat beberapa faktor serta alasan mengapa penghutang menjadikan
sawahnya sebagai iaminan atas hutangnya vaitu :

1. Untuk biaya pendidikan anaknya

2. Untuk tambahan biaya hidup

3. Untuk biaya penikahan

4, Untuk tambahan biaya modal dagang.*’

Adapun penyebab terjadinya hutang dengan gadai ini pada umumnya
diawali dengan adanya pihak yang benar-benar membutuhkan vwang dalam hal
ini pihak tersebut disebut sebagai pihak penghutang dengan gadai sawh. Tradisi
hutang dengan gadai sawah yang terjadi di desa Dukuh Kec. Buduran Kab.
Sidoarjo ini tidak diperlukan adanya saksi serta tanpa ada perjanjian tertulis
akan tetapi hanya berupa ucapan yang berupa perjanjian saja yang pada
umumnya perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain
serta adanya rasa persaudaraan yang erat antara kedua belah pihak yang
berkepentingan sehingga transaksi ini dianggap sah apabila keduanya sama-
sama sepakat. Artinya dalam akad ini diawali dengan suatu perjanjian dimana,
seseorang yang membutuhkan uang datang kepada seseorang yang dianggap

mampu, setelah keduamya sepakat menurut tradisi yang ada maka pihak yang

* Ibu Srikayatun, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012
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menerima gadai memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pihak
penghutang dan setelah itu akadnya selesai, yang selanjutnya barang yang
dijadikan jaminan oleh pihak penghutang digunakan atau dimanfaatkan
sepenuhnya oleh nihak nemberi hntang gadai, layaknya terdapat pengalihan hak
kepemilikan dari pihak penghutang kepada pihak pemberi hutang gadai sawah
tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tradisi hutang dengan gadai
sawah ini diawali denga perjanjian. Diman pemilik sawah telah menerima
sejumlah uangtetapi harus menyerahkan sertifikat beserta sawahnya kepada
pemilik uang, dengan demikian sertifikat beserta sawahnya dan penggarapannya
selama masa belum dapat membayar maka menjadi hak dan dikuasai pemberi
hutang gadai sawah tersebut. Selain itu transaksi ini juga tidak disebutkan batas
waktu pengembalian hutangnya sehingga setiap saat pemilik sawah boleh
menebus sawahnya. Diatas telah dijelaskan bahwa hutang dengan gadai sawah
ini berbeda dengan praktik pada umumnya yang mana tradisi hutang dengan
gadaiyang terjadi didesa Dukuh ini hanya didasarkan atas perjanjian tanpa ada
hitam diatas putih ataupun saksi yang ada sebagai bukti adanya suatu transaksi
hutang dan gadai. Masyarakat hanya mengandalkan rasa kepercayaan dan
persaudaraan yang erat saja dalam hal ini, sehingga jika keduanya sama-sama
setuju dalam arti si pemberi hutang dengan gadai sawah telah memberikan

sejumlah uangnya dan si penghutang telah menyerahkan sertifikat tanah beserta
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sawahnya maka dianggap selesai dan sah transaksi tersebut, tanpa berpikir lebih
jauh lagi. Dengan diserahkannya sawah beserta sertifikatnya maka pemberi
hutang dengan gadai sawah tersebut mengangggap bahwasanya terdapat suatu
pemindahn kepemilikan selama si penghutang belum dapat melimasi hutangnya.
pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut dengan bebas mengelola dan
mengambil hasil panen dari sawah tersebut tanpa harus memberitahu si pemilik
sawah, bahkan hasil yang didapat dalam masa penggarap sawah sepenuhnya
diambil dan dikuasai oleh si pemberi hutang dengan gadai sawah dan si pemilik
sawah tidak diberitahu bahkan hasilnya juga tidak dibagi sebagaimana
mestinya. Selain itu dalam praktik tradisi hutang dengan gadaisawah yang
terjadi didesa Dukuh ini juga tidak disepakati dari awal batas waktunya secara
jelas, dengan kata lain tidak ada jatuh tempo waktu yang diberikan kepada
penghutang untuk melunasi hutangnya. Sehingga hal itu membuat pihak
pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut lebih berkuasa terhadap barang
yang dijadikan jaminan dalam hal ini adalah sawah. Dan apabila penghutang
telah memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, maka si pemberi
hutang dengan gadai sawah tersebut tidak serta merta menyerahkan barang
jaminannya begitu saja. Maksudnya apabila si penggada tersebut membayar
hutangnya pada masa penggarapan sawah dimana sawahnya masih belum siap
untuk dipanen maka si pemberi hutang dengan gadai sawah tidak akan

memberikan sawah tersebut kepada pihak penghutang, dan pihak ppenghutang
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harus menunggu hingga tiba masa panen untuk dapat mengambil kembali sawah
beserta sertifikatnya dari pemberi hutang dengan gadai sawah . Sebab apabila
pihak pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut tersebut mengembalikan
sawahnya pada saat penghutang membayar hutangnya pada waktu masa
penggarapan sawah maka pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut berdalih
bahwa dia akan rugi. Padahal pada masa-masa sebelumnya pemberi hutang
dengan gadai sawah juga telah banyak menguasai hasil panennya sampai tidak
ada bagi hasil sama sekali kepada pemilik sawah. Contohnya ada seorang yang
ingin berhutang yang memiliki sebidang sawah kemudian pada suatu saat ada
kebutuhan yang mendesak yaitu harus membayar sekolah anaknya agar anaknya
dapat terus melanjutkan sekolah, dalam keadaan yang seperti ini dia sangat
membutuhkan uang akan tetapi ia tidak memiliki uang tersebut, dalam keadaan
yang mendesak seperti itu ia mencari pinjaman kesana-kemari dan usahanya
tersebut sia-sia, maka jalan yang dianggap mudah adalah dengan melakukan
hutang dengan menggadaikan sawahnya beserta sertifikatnya kepada pihak
pemberi hutang dengan gadai sawah agar dapt memperoleh sejumlah uang
yang dibutuhkan. Dan transaksi tersebut diadakan tanpa adanya saksi atau
bukti-bukti dan perjanjian tertulis dengan kata lain hanya diucapkan secara lisan
saja yaitu hanya berupa perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya
berupa kata sepakat antara kedua belah pihak dan kepercayaan (saling percaya)

antara satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang
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berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama
sepakat. Kata sepakat disini hanya sebatas ketika penghutang menyerahkan
barang jaminannya dan pemberi hutang dengan gadai sawah memberikan
uangnya. Dalam kesepakatan ini juga tidak dijelaskan secara detail apakah
pihak pemberi hutang dengan gadai sawah dapat mengelola sawahnya atau
tidak. Dan pihak pemberi hutang dengan gadai sawah langsung mengambil alih
hak kepemilikan tanpa ada kesepakatan sebelumnya kepada pihak penghutang
schingga dengan bebas dan sangat berkuasa pihak pemberi hutang dengan gadai
sawah mengelola dan mengambil seluruhnya hasil panen tanpa harus member
tahu dan membagi hasil kepada pemilik sawah (penghutang). Perjanjian tersebut
juga dilakukan dengan tidak ditentukan batas waktumya tetapi perjanjian
tersebut berakhir batas waktunya jika si penghutang dapat menebus barang
gadaiaannya tersebut, walaupun penghutang mampu menebusnya sampai
beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini apabila penghutang telah dapat
menebus sawahnya akan tetapi sawah tersebut masih berada dalam masa
penggarapan maka penghutang tidak dapat mengambil sawahnya ia harus sabar
menunggu hingga masa panen tiba dengan hasilnya diambil oleh pemberi hutang
dengan gadai sawah tanpa ada bagi hasil sedikutpun kepada pemilik sawah.
Sedangkan menurut hukum Islam transaksi hutang piutang ataupun gadai harus

ada dan diketahui secara jelas jatuh tempohnya, jika sudah jatuh temponya
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membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan
penghutang wajib menyerahkan barangnya dengan segera.

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Umar yang pernah menjadi salah
seorang pelakn dalam transaksi ini beliau mengatakan bahwa :

“hutang disini tidak dijelaskan secara jelas batas waktunya sampai
kapan. Jadi seandainya saya sudah punya uangpun sebagai pemilik sawal saya
tidak dapat segera mengambil sawah saya apabila sawah tersebut masih dalam
masa penggarapan, sebagai peminjam uang saya harus menunggu masa panen
tiba 30aru kemudian sawah tersebut dikembalikan kepemilikannya kepada
e Dengan demikian seharusnya dalam transaksi tradisi hutang dengan
gadaisawah ini terdapat suatu hak dan kewajiban yang jelas yang ditentukan
dari awal antara pihak penghutang ataupun pemberi hutang dengan gadai
sawah. Dan adapun yang menjadi hak dan kewajiban penghutang dan pemberi
hutang dengan gadai sawah dalam transaksi tradisi utang dan gadai sawah
didaerah Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Hak Dan Kewajiban Penghutang
a. Hak Penghutang
1. Penghutang berhak menerima sejumlah uang dari pemberi hutang
dengan gadai sawah sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang telah

disepakati bersama.

% Bapak Umar, Wawancara, Sidoarjo, 29 April 2012
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2. Penghutang berhak menebus kembali sawah yang telah digadaikan
sebesar jumlah uang yang menjadi hutangnya tanpa ada paksaan dari
pemberi hutang dengan gadai sawah .
3. Penghutang berhak menerima kembali sawah yang telah digadaikan
setelah melunasi hutangnya.
b. Kewajiban Penghutang
1. Penghutang berkewajiban menyerahkan sawahnya pada pemberi
hutang dengan gadai sawah setelah adanya persetujuan dari kedua
belah pihak.
2. Penghutang rela memberikan kesempatan pada pemegang gadai untuk
menikmati hasilnya.
Selain hal tersebut terdapat juga hak serta kewajiban bagi penerima
hutang dengan gadai sawah yaitu sebagai berikut :
a. Hak penerima hutang dengan gadai sawah yaitu :
1. Menerima sawah beserta sertifikatnya dari penghutang seluas yang telah
disetujui oleh penghutang.
2. Memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh penghutang selama
gadai itu belum ditebus oleh pemilik sawah.
3. Berhak mengalihkan barang gadaiannya kepada orang lain dengan seizin

pemilik sawah, apabila pemberi hutang dengan gadai sawah sangat
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membutuhkan uvang sedangkan pemberi gadai belum dapat melunasi
hutangnya.
b. Kewajiban penerima hutang dengan gadai sawah yaitu :

1. Memberikan sejumlah nang sebagai piutang kepada penghutang

2. Merawat dan memelihara dengan baik sawah yang telah diterimanya dari
pemberi gadai (penghutang) yaitu pemberi hutang dengan gadai sawah
tidak boleh mengambil manfaat yang dapat mengurangi nilai barang
jaminan.

3. Mengembalikan sawah yang telah tergadai apabila pemberi gadai sudah
melunasi hutangnya.

Dari penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban penghutang dan
pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut, maka mereka harus bisa
mamenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan apa yang sudah menjadi hak-
hak mercka.

Selain harus mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing subyek
hutang dengan gadai sawah dalam hal ini adalah rahin dan mrtahin, juga harus
mengetahui batas waktu berakhirnya perjanjian tradisi hutang dengan gadai
tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh poerwadarminta (1984:284)
menyatakan bahwa hutang dengan gadaiadalah pinjam meminjam uang dengan
menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak

ditebus maka menjadi hak orang yang memberi pinjaman). Dari perspektif ini
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dapat dipahami bahwa apabila suatu barang yang diserahkan dalam kapasitasnya
pinjaman atas suatu bentuk transaksi yakni pinjaman uang dengan batas waktu
tertentu. Jika saat terjadinya sampai dengan waktu yang ditetapkan tidak
ditebus maka barang jaminan (gadai) meniadi hak pemberi pinjaman 4!

Waktu dalam akad perjanjian hutang dengan gadaiyang telah terjadi di
Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ternyata sebagian besar
tidak memberikan batas waktu hingga bertahun-tahun. Dan selama pihak
penghutang belum bisa melunasi hutangnya maka pihak pemberi hutang dengan
gadai sawah berhak memanfaakan sawahnya serta mengambil seluruh hasil
panennya secara terus-menerus, sampai pihak penghutang dapat membayar
sejumlah hutannya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasannya transaksi yang
demikian tersebut dapat merugikan bagi pihak penghutang karena terdapat
unsure pemerasan dimana pihak pemberi hutang dengan gadai sawah
mengambil semua hasil panen yang ada tanpa membagi kepada pemilik sawah
yaitu pihak penghutang. Akan tetapi transaksi yang demikian dalam kenyataan
yang ada hal tersebut sudah merupakan tradisi yang ada didesa tersebut. Hal ini
dapat diketahui dari penjelasan bapak Sholihuddin yang mengatakan :

“jika melakukan hutang dengan gadai sawah disini maka saya tidak
bisa memanfaatkan sawah saya. Tanpa ada kesepakatan dari saya orang yang

memberi pinjaman uang tersebut mengambil alih sawah sampai saya dapat
melunasi hutang saya. Perjajian diantara saya dan orang yang memberi pinjaman

“! Hamid Laoso, dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1994),

185
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vang tersebut juga cukup diketahui oleh kami saja. Dan juga saya tidak
dibuatkan surat sebagai tanda buktinya.”*

Tradisi hutang dengan gadai sawah tersebut diatas tidak seperti
lazimnya hutang piutang lainnya yang mempunyai jangka waktu tertentu.
Karena hal ini untuk memberikan kesempatan vang seluas-lnasnva kepada si
penghutang agar dapat memiliki sawahnya kembali. Selain itu juga merupakan
kesempatan bagi pemberi hutang dengan gadai sawah untuk memanfaatkan
dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pertolongannya yang
diberikan kepada penghutang. Batas waktu perjanjian gadai tergantung kepada
kemauan dan kemampuan pemberi gadai schingga banyak gadai yang
berlangsung selama bertahun-tahun karena penghutang belum punya uang untuk
menebus sawahnya kembali. Perjanjian hutang dengan gadaisawah tersebut
tidak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi beralih
pada ahli warisnya. ©® Sedangkan perjanjian hutang piutang itu berakhir apabila
sebagai berikut hutang telah terbayar seluruhnya, salah satu pihak meninggal
dunia, salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak
lain, berpiutang membebaskan seluruh hutangnya.

D. Dampak Yang Terjadi Dari Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah Di Desa
Dukuh Kecamatan Buduran

Praktik tradisi hutang dengan gadaiini tidak akan pernah luput dari

adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak itu menguntungkan bagi kedua

*2 Bapak Sholihudddin, Wawancara,Sidoarjo, 27 April 2012
“ Ibu N ur Mujiati, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2012



belah pihak maupun dampak yang merugikan. Dampak-dampak tersebut dapat
dilihat dari segi batas waktu yang tidak jelas kapan pihak penghutang dapat
melunasi hutangnya. Adapun dampak yang menguntungkan bagi murtahin
adalah mereka selain memperoleh keuntungan dari pembavaran, juga mendapat
keuntungan dari hasil pengelolaan tanah jaminan tersebut, apalagi jangka
waktunya cukup lama. Karena tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut
adalah tanah yang masih produktif sebagai tempat bercocok tanam. Sedangkan
dampak yang merugikan bagi murtahin adalah ketika rahin tidak membayar
hutangnya tersebut. Dan dampak yang menguntungkan bagi rahin adalah
mercka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut, sedangkan dampak
yang merugikan bagi rahin adalah mereka tidak bisa mengelola dan mengambil
hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya
karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil
manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada
penghutang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa konpensasi dan modal
dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena
telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa
kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan
memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin

penghutang. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Dukuh Daya
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pemanfaatan barang gadaian justru dimiliki sepenuhnya oleh murtahin, segala
yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut semuanya menjadi
hak murtahin. Sedangkan rahin tidak mempunyai hak apa-apa meskipun sedikit.
Jika rahin sampai tidak hisa melunasi hutangnya, maka tanah tersebut akan
jatuh secara otomatis ke tangan murtahin. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di

masyarakat tersebut.



